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Dian Oktafiani Anwar, 2012. Penerapan Akuntansi Pertanggungiawaban Sebagai
Alat Pengendalian Biaya (Studi Kasus Pada PT. PLN (Persere) Wilayah Sul-sel, Sul-
Tra, dan Sul-Bar) (dibimbing oleh Bapak H. Muallimin dan Ibu Rahmawaii).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi
pertanggungjawaban dan efisiensi pengendalian biaya pada PT. PLN (Persero)
Wilayah Sul-Sel, Sul-Tra, dan Sul-Bar.

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sul-Sel, Sul-Tra,
dan Sul-Bar dengan menggunakan pendekatan komparatif. Penelitian ini juga
menggunakan studi pustaka dan wawancara dengan staf bagian keuangan pada PT
PLN (Persero) Wilayah Sul-Sel, Sul-Tra, dan Sul-Bar untuk memperoleh data.
Metode analisis dari penelitian ini adalah dengan membandingkan penerapan
akuntansi pertanggungjawaban dan pengendalian biaya yang diperoleh dari studi
kasus.

Dari hasil penelitian pada PT PLN (Persero) Wilayah Sul-Sel, Sul-Tra, dan
Sul-Bar, Perusahaan tersebut telah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban
dengan cukup baik, hal ini dapat diketahui dengan terpenuhinya syarat-syarat dan
karakteristik dari pusat pertanggungjawaban. Perusahaan juga telah menjalankan
pengendalian biaya dengan baik, hal ini dapat dilihat dari analisis laporan
pertanggungjawaban  yang menunjukkan bahwa kinerja setiap manager pusat
pertanggungjawaban telah efektif dalam mengelola biaya dan biaya yang terjadi pada
PT. PLN (Persero) Wilayah Sul-Sel, Sul-Tra, dan Sul-Bar telah Efisen, karena terlihat

bahwa penyimpangan yang terjadi adalah penyimpangan yang menguntungkan,

Kata-kata kunci : Akuntansi Pertanggungjawaban, Pusat-Pusat Pertanggungjawaban,
dan Pengendalian Biaya
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Tiada kata yang pantas dan indah untuk mengawali pengantar ini, sebagai
wujud dalam merepresentasikan gemuruh keharuan dalam kebahagiaan sebagai
anugerah yang tak terbatasi dengan bahasa apapun selama historisitas
kemahasiswaanku, selain memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang
telah melimpahkan taufik dan rahmamya, seria hidayah, karunia, kekuatan dan
ketabahan. Semoga sampai diujung masa kemahasiswaan, aku tetap berada
dibawah naungan payung cintanya, ilmunya, rahman dan rahimnya. Dimana
perwujudan sejatinya sebagai sang pemilik cinta dan ilmu, menghantarkanku
untuk menulis sesi ini setelah merampungkan syarat untuk mendapatkan gelar
sarjana. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasul Muhammad S.A.W, yang
setiap ucapannya adalah wahyu beserta keluarganya yang disucikan, sahabai-
sahabat yang mulia dan selalu tegar mendampinginya, semoga aku senantiasa
mendapatkan cipratan berkah dari perjusngan mereka untuk tetap konsisten
terhadap pilihan hidup yang aku pilih sampai dengan akhir zaman.

Skripsi ini aku persembahkan kepada kedua orangtuaku, ayahanda Muh,
Anwar dan Tbunda' Jamild )tercinta, yang tidak jarang aku sakiti hatinya,
sebagai wujud rasa terimakasihku atas kasih sayang, perhatian dan pengorbanan
yang telah diberikan. Ya Allah berikanlah kasih sayang sebagaimana kasih sayang
yang engkau miliki, bukakanlah pintu-pintu hikmah, syukur dan maafmu untuk

keduanya. Ya Allah, janganlah cngkan mengambilnya ke sisi-Mu kecuali dijalan




R -

yang benar. Jangan hukumi mereka dengan keadilanmu, hukumilah mereka
dengan cintamu,

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih
yang sebesar-besamya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam
menyelesaikan penulisan skripsi ini dalam bentuk bantuan moril maupun materiil,
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Hasanuddin DR. H. Abdul HAmid Habbe, SE, M.Si

3. Dosen Pembimbing 1 Drs. H. Muallimin, M.Si dan Pembimbing 11
Rahmawati HS, SE, M.Si, Ak yang tetap sabar dalam memberikan arahan
dan masukan sehingga skripsi ini bisa disclesaikan dengan baik,

4. Manajemen, staf, dan karyawan PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUL-SEL,
SUL-TRA, SUL-BAR yang telah membantu penulis untuk mengumpulkan
data sebagai bahan penyusunan skripsi.

3. Seluruh keluarga tercinta khususnya pamanku tersayang Drs. Syahrir,
M.5i, Ak vang telah sangat banyak membantu penulis dalam
menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Hasanuddin. “Walaupun sering pote-pote tapi kusayang’ ta degh™

6. Special buat “Papulkw Tersayang”, yang tak pemah bosan menemani dan
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Diewasa ini pertumbuhan dan persaingan badan usaha semakin meningkat,
schingga perusahaan harus mencan metode pengendalian agar usaha yang
dijalankan dapat berkembang. Kondisi ini menyebabkan semakin tingginya
kebutuhan akan informasi dalam usaha pengambilan keputusan. Maka peranan
akuntansi pun semakin dibutuhkan terutama untuk memperoleh informasi
tersebut. Akuntansi biaya sebagai salah satu konsep yang ada mencoba
memberikan solusi terhadap kebutuhan informasi tersebut, khususnya informasi
yang berhubungan dengan pengendalian biaya.

Demi kelangsungan hidup perusahaan, maka sebaiknya perlu dilakukan
pengendalian terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan dan mengurangi
biaya-biaya yang tidak efektif dalam kegiatannya. Oleh karena itu, perusahaan
perlu menerapkan akuntansi pertanggungjawaban guna menunjang pengendalian
biaya. Semakin baik penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada perusahaan
maka akan semakin baik pula pengendalian biaya, dan pengendalian biaya yang
baik akan memudahkan penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam
perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai.

Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang

disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan serta pelaporan aset, biaya, dan

pendapatan dilakukan sesuai dengan bidang pertanggungjawaban di dalam




sebuah perusahaan. Tujuannya agar ditunjuk orang atau kelompok orang yang
bertanggung jawab atas penyimpangan aset, biaya, dan pendapatan yang
dianggarkan (Mulyadi, 1997).

PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar merupakan perusahaan milik
negara yang bergerak dibidang kelistrikan memiliki target dalam proses
operasionalnya, baik sektor, cabang, serta anak perusshaan PT PLN sendiri. PT.
PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar merupakan perusahaan yang memasok
kebutuhan listrik bagi masyarakat Sul-Sel, Sul-Tra, dan Sul-Bar.

PT PLN (Persero) adalah perusahaan yang padat modal sehingga berbagai
investasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menunjang kegiatan operasional
perusahaan perlu mendapat perhatian pihak manajemen. Selain itu sebagai satu-
satunya perusahaan yang diberi hak monopoli untuk memproduksi listrik negara,
PT. PLN (Persero) mengeluarkan biaya produksi yang sangat besar untuk dapat
memasok kebutuhan listrik bagi masyarakat. Karena ity, tuntutan untuk
melakukan kegiatan operasional secara efisien dan efektif semakin besar
schingga perlu ada pengawasan dan pengelolaan atas berbagai biaya operasional
serta investasi yang dilakukan oleh perusahaan.

Oleh karena im, perusahaan perlu menerapkan sistem akuntansi
pertanggungjawaban yang merupakan suatu sistem untuk mengendalikan
tanggungjawab tiap unit kerja atau departemen yang lebih dikenal dengan istilah
Pusat Pertanggungjawaban. Dengan dibentuknya pusat-pusat

pertanggungjawaban diharapkan manajer dapat menilai tanggungjawab dan




mengukur prestasi para anggotanya secara objektif atas tugas yang didelegasikan
kepadanya. Hal ini akan membantu manajemen dalam mengambil keputusan atas
pengendalian biaya-biaya yang ada sehingga pada akhimya tujuan perusazhaan
dapat tercapai. Pengendalian vang dilakukan oleh manajemen merupakan bagian
dari sistem pengendalian manajemen untuk menilai tanggungjawab tiap unit
kerja atas hasil pekerjaan yang didelegasikan kepadanya, yaitu melalui
pengendalian atas investasi yang dilakukan, biaya yang dikeluarkan, dan
pendapatan serta laba yang dihasilkan dari tiap-tiap unit kerja yang bersangkutan
Dari uraian di atas dan melihat pentingnya pengendalian suam biaya,

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai, “Penerapan
Akuniansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Pengendalian Biaya (Studi

Kasus pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar)”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat
adalah:
1. Bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT PLN (Persero)
Wilayah Sulselrabar 7
2, Bagaimana efisiensi pengendalian biaya yang dilaksanakan pada PT PLN

(Persero) Wilayah Sulselrabar ?
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1.3 Batasan Masalah
Ada empat jenis pusat pertanggungjawaban, digolongkan menurut sifat input
dan/atan output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian {Anthony dan
Govindarajan, 2009), yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba dan pusat
investasi. Namun dalam penulisan ini penulis membatasi permasalahan dengan
mengangkat pusat biaya sebagai pembahasan dalam penulisan ini.
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4.1. Tujuan Penelitian
Tujuan dan penelitian ini adalah:
1. Memberikan  penjelasan  tentang  pelaksanaan  akuntansi
pertanggungjawaban pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar.
2.  Mengevaluasi efisiensi pengendalian biaya pada PT PLN (Persero)
Wilayah Sulselrabar.
1.4.2. Manfaat Penclitian
Penulis melakukan penelitian pada perusahaan ini dengan harapan
agar penelitian dapat berguna bagi semua pihak, antara lain :
a. Bagi perusahaan :
Sebagai bahan masukan guna perbaikan atau sumbangan pemikiran
kepada manajemen mengenai sistem akuntansi pertanggungjawaban
yang diterapkan dalam perusahaan. Apar perusahaan dapat lebih
meningkatkan efisiensi pengendalian biaya.




b. Bagi Akademisi
Sebagai bahan wacana maupun bahan referensi dalam karya tulis ilmiah

mengenai topik atau variabel yang diteliti.

c. Bagi penulis :
Dapat dijadikan bahan perbandingan antara teori yang didapat dari
bangku kuliah dengan praktik yang terjadi di lapangan.
d. Bagi pembaca :
Dapat menambah pengetahuan tentang konsep dan fungsi akuntansi
pertanggungjawaban.
1.5 Sistematika Penulisan
Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penulisan skripsi ini, maka
dalam penulisannya dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:
BAB [ Pendahuluan
Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.
BAB II Telaah Pustaka
Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang menyangkut penelitian ini
yaitu mengenai pengertian akuntansi pertangpungjawaban, syarat akuntansi
pertanggungjawaban, karakteristik akuntansi pertanggungjawaban, hubungan
akuntansi pertanggungjawaban dan pengendalian biaya, penelitian terdahulu, dan
kerangka pemikiran.
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BAB Il Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian, definisi operasional, objek
penelitian, jenis dan sumber data, metode dalam pengumpulan data serta analisis
data.

BAB IV Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya perusahaan, gambaran secara
umum perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, dan unit bisnis serta anak
perusahaannya.

BAB V Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang analisis, serta pembahasan hasil penelitan tentang
penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya.

BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah
dilakukan.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban

Scorang pimpinan diharapkan mampu memantau seluruh kegiatan
operasi perusahaannya secara langsung. Namun, semakin kompleksnya kegiatan
suatu perusahaan menyebabkan pimpinan tak lagi mampu memantau seluruh
kegiatan perusahaan secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan adanya
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab melalui penerapan akuntansi
pertanggungjawaban. Dengan akuntansi pertanggungjawaban, pimpinan dapat
mengendalikan tanggung jawab tiap unit kerja atau pusat pertanggungjawaban.
Ada  beberapa  pendapat  mengenai  definisi  akuntansi
pertanggungjawaban, antara lain dikemukakan oleh Hansen dan Mowen
(2009:229) adalah sebagai berikut :
“Akuntansi pertanggungjawaban adalah alat fundamental wntuk

pengendalian manajemen dan ditentukan melalui empat elemen
penting, yaitu pemberian tanggung jawab, pembuatan ukuran

Kinerja atau benchmarking, pengevaluasian kinerja, dan pemberian
penghargaan
Akuntansi pertanggungjawaban bertujuan memengaruhi  perilaku
dalam cara tertentu schingga seseorang atau kegiatan perusahaan akan
disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama.™
Sedangkan menurot Mulyadi  (1997:188) definisi  akuntansi
pertanggungjawaban adalah :
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“Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi
vang disusun sedemikian rupa sechingga pengumpulan serta
pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat
pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat
ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas
penyimpangan biaya dan/ atau pendapatan yang dianggarkan.™
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem
yang membandingkan rencana (anggaran) dengan tindakan (hasil
sesunggpuhnya) dari setiap pusat pertanggungjawaban yang digunakan
untuk mengukur kinerja seseorang dan/atau suvatu departemen dalam
pencapaian tujuan perusahaan,
Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawaban Menurut Mulyadi
(1997:186), yaitu:
1. Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban.
2. Standar ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja manajer yang
bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu.
3. Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan
anggaramn.
4. Manajer secara individual diberi penghargaan atauw hukuman
berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi.
2.2. Manfaat Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban
Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan aset, pendapatan
dan/atau biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab




terhadap pusat pertanggungjawaban tertentu. Informasi ini dapat berupa
informasi historis yang berupa aset, pendapatan dan/atau biaya masa lalu, dan
dapat pula berupa informasi masa yang akan datang. Informasi
pertanggungjawaban yang berupa informasi masa yang akan datang
bermanfaat untuk penyusunan anggaran. Sedangkan informasi akuntansi
pertanggungjawaban yang berupa informasi masa lalu bermanfaat sebagai
(Mulyadi, 1997):
1. Penilai kinerja manajer pusat pertanggungjawahan
2. Memotivasi manajer
2.3 Pengertian dan Jenis Pusat Pertanggungjawaban
2.3.1 Pengertian Pusat Pertanggungjawaban
Dalam organisasi perusahaan, penentuan daerah pertanggungjawaban
dan manajer yang bertangpung jawab dilaksanakan dengan menetapkan
pusat-pusat pertanggungjawaban dan tolok ukur kinerjanya (Putri, 2005).
Definisi pusat pertanggungjawaban menurut Hansen dan Mowen
(2009:560) adalah :“Pusat pertanggungjawaban (responsibility center)
merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertangpung jawab
terhadap serangkaian kegiatan kegiatan tertentu.”
Menurut  Anthony dan  Govindarajan  (2009:171)  pusat
pertanggungjawaban adalah “organisasi yang dipimpin oleh seorang

manajer yang bertangpung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan.”
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa pusat pertanggungjawaban
merupakan suatu unit dari organsisasi yang dikepalai oleh seorang manajer
vang bertanggung jawab terhadap hasil dari aktivitas yang dilakukan oleh
unit tersebut.

Jenis-jenis Pusat Pertanggungjawaban

Dalam organsisasi perusahaan, penentuan daerah pertanggungjawaban
dan manajer yang bertanggung jawab dilaksanakan dengan menetapkan
pusat-pusat pertanggungjawaban dan tolok ukur kinefjanya. Suatu pusat
pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai suatu sistem yang mengolah
masukan menjadi keluaran. Masukan suatu pusat pertanggungjawaban yang
dinyatakan dalam satuan uwang disebut dengan pendapatan. Hubungan antara
masukan dan keluaran suatu pusat pertanggungjawaban mempunyai
karakteristik  tertentu. Hampir semua masukan suatu  pusat
pertanggungjawaban dapat diukur secara kuantitatif, namun tidak semua
keluaran pusat pertanggungjawaban dapat diukur secara kuantitatif,

Ada empat jenis pusat pertanggungjawaban, digolongkan menurut
sifat input dan/atau output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian
(Anthony dan Govindarajan, 2009):

A. Pusat pendapatan
Di pusat pendapatan, suatu output (yaitu, pendapatan) diukur
secara moneter, akan tetapi tidak ada uwpaya formal yang dilakukan uniuk

mengaitkan input (yaitu, beban atau biaya) dengan output. Pada
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umumnys, pusat pendapatan merupakan unit pemusmnfpenjﬁﬁim ira_q_g‘____;
tak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak
bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang
mereka pasarkan. Penjualan atau pesanan aktual divkur terhadap
anggaran dan kuota, dan manajer dianggap bertanggung jawab atas biaya
yvang terjadi secara langsung di dalam unitnya, akan tetapi ukuran

utamanya adalah pendapatan.

. Pusat biaya

Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang inputnya
diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Pusat biaya (cost center),
manajer departemen atau divisi diserahi tanggung jawab wuntuk
mengendalikan biaya yang dikeluarkan dan otoritas untuk mengambil
keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut. Pusat biaya
merupakan jenis pusat pertanggungjawaban yang digunakan secara [uas.
Hal ini karena bidang-bidang di mana manajer mempunyai tanggung
jawab dan otoritas atas biaya dapat diidentifikasi dengan cepat pada
sebagian besar perusahaan. Besar atau kecilnya pusat biaya tergantung
pada aktivitasaktivitasnya.

Mmqjcrpusnthiﬂ}’ﬂpﬂﬂummmsﬁkﬂnhahwaw;mng
diembannya dituntaskan dalam batasan yang diperkenankan oleh
anggaran atau biaya standar. Manajer pusat biaya memakai biaya standar

dan anggaran yang flcksibel untuk mengendalikan biaya. Apabila selisih
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dari standar bersifat signifikan, manajemen haruslah menginvestigasi
aktivitas-aktivitas pusat biaya dalam upaya menentukan apakah biaya di
luar kendali, atau sebaliknya, standar biayanya yang memang perlu
direvisi. Manajer pusat biaya tidak membuat keputusan menyangkut
penjualan ataupun jumlah aset tetap yang diinvestasikan pada pusat biaya
tersebut. Kinerja pusat biaya terutama diukur berdasarkan efisiensi dan
mutu. Kendatipun demikian, minimisasi biaya mungkin saja dilakukan
dengan mengorbankan mutu dan  volume produksi sehingga
mengakibatkan tidak adanya keharmonisan dengan tujuan perusahasn
secara kescluruhan. Untuk menanggulangi tendensi ini perlu ditetapkan
jenis dan banyaknya produksi yang dikehendaki serta standar mutu yang
diisyaratkan.

Terdapat dua cara beroperasinya pusat biaya. Beberapa pusat
biaya diberikan sejumlah tetap sumber daya (anggaran) dan diminta
menghasilkan sebanyak mungkin keluaran dari sejumlah sumber daya
tersebut. Pengelolaan pusat biaya lainnya adalah dengan meminimalkan
biaya-biaya seraya menghasilkan suatu kuantitas keluaran tertentu. Oleh
karena itu, mutu produk yang diproduksi dalam pusat-pusat biaya harus
dipantau.

Ada dua jenis umum dari pusat biaya, yaitu:
a. Pusat biaya teknik

Pusat biaya teknik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
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1. Input-inputnya dapat diukur secara moneter.
2. Input-inputnya dapat diukur secara fisik.
3. Jumlah dolar optimum dan input yang dibutuhkan untuk
memproduksi satu unit output dapat ditentukan.
b. Pusat biaya kebijakan

Pusat biaya kebijakan meliputi unit-unit administratif dan
pendukung (seperti, akuntansi, hukum, hubungan industrial, hubungan
masyarakat, sumber daya manusia), operasi lithang, dan hampir semua
aktivitas pemasaran. Output dan pusat biaya ini tidak bisa diukur

secara moneter.

C. Pusat laba

Ketika kinerja finansial suatu pusat pertanggungjawaban diukur
dalam ruang lingkup laba (yaitu, selisih antara pendapatan dan biaya),
maka pusat ini disebut sebagai pusat laba (profit center). Laba merupakan
ukuran kinerja vang bergpuna karena laba memungkinkan manajemen
senior untuk dapai menggunakan satu indikator yang komprehensif,
dibandingkan jika harus menggunakan beberapa indikator (beberapa di
antaranya menunjuk ke arah yang berbeda).

Manajer pusat laba diukur kinerjanya dari selisih antara
pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan
mrﬁehutﬂkhkarmnimdalmpqmlaba.mm:kﬂﬂmaupunke{umm}ra

diukur dalam satuan rupiah untuk menghitung laba yang dipakai sebagai
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pengukur kinefja manajemya. Suatu  pusat Pmangsunmﬂwﬂhﬂﬂ"’“f
merupakan pusat laba jika manajemen puncak menghendaki untuk
mengukur keluaran pusat pertangpungjawaban tersebut dalam satuan
rupiah dan manajer pusat pertanggungjawaban tersebut diukur kinerjanya
atas dasar selisih antara pendapatan dengan biayanya.
D. Pusat investasi
Di unit usaha yang lain, laba dibandingkan dengan aktiva yang
digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Pusat pertanggungjawaban
ini disebut sebagai pusat investasi. Ukuran prestasi manajer pusat investasi
dapat berupa rasio antara laba dengan investasi yang digunakan untuk
memperoleh laba tersebut.
2.4 Syarat-syarat Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban
Menurut Mulyadi dalam Putri (2005) untuk dapat diterapkannya sistem
akuntansi pertanggungjawaban ada lima syarat, yaitu:

1. Struktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang dan
tanggung jawab tiap tingkatan manajemen.

2. Anggaran biaya yang disusun untuk tiap tingkatan manajemen.

3. Penggolongan biaya sesuai dengan dapat dikendalikan tidaknya
(controllability) biaya oleh manajemen tertentu dalam operasi.

4. Terdapatnya susunan kode rekening perusahaan yang dikaitkan dengan

kewenangan pengendalian pusat pertanggungjawaban,
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5. Sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab

(responsibility reporring)

2.5 Anggaran

Dalam pengelolaan perusahaan, manajemen menetapkan fujuan atau
sasaran dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan atau
sasaran tersebut. Dampak keuangan yang diperkirakan akan terjadi sebagai
akibat dari rencana kerja tersebut kemudian disusun dan dievaluasi melalui
proses penyusunan anggaran. Setelah angpgaran disusun dan kemudian
dilaksanakan, akuntansi biaya berfungsi untuk memberikan umpan balik kepada
manajemen mengenai konsumsi sumber daya dalam pelaksanaan rencana
kegiatan. Perbandingan dan analisis biaya sesungguhnya dengan biaya yang
dianggarkan memberikan informasi bagi manajemen untuk memungkinkan
mereka mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dari rencana kegiatan, yang
pada gilirannya dapat digunakan oleh manajemen sebagai dasar untuk
melakukan tindakan koreksi.

Menurut. Anthony dan Govindarajan dalam Tjakrawala dan Krista
(2005:73) anggaran didefinisikan sebagai “alat penting untuk perencanaan dan
pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi, *

Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu satu tahun dan
menyatakan pendapatan dan biaya yang direncanakan untuk tahun itu, Anggaran
memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut (Anthony dan Govindarajan,
2005):
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. Anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut.

. Dinyatakan dalam istpilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin

didukung dengan jumlah non moneter .

. Biasanya meliputi waktu selama satu tahun. Dalam bisnis-bisnis yang sangat

dipengaruhi olch faktor-faktor musiman, mungkin ada dua anggaran per
tahun.

. Merupakan komitmen manajemen; manajer setuju untuk menerima tanggung

jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran.

. Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi

wewenangnya dari pembuat anggaran.

Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi

terteniu.

. Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran, dan

varians dianalisis serta dijelaskan.
Sedangkan menurut Anthony dan Govindrajan berdasarkan pusat-pusat
pertanggungjawaban, anggaran dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :
1. Anggaran biaya
Anggaran biaya dapat dibagi ke dalam dua macam, yaitu :
a) Anggaran yang menyangkut pengeluaran terukur (engineered

expenses). Dalam pusat tanggung jawab, di mana keluaran dapat
diukur,
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b) Anggaran yang menyangkut pengeluaran  diskresioner
(discretionary expenses), di pusat tanggung jawab, di mana
keluaran tidak dapat diukur.

2. Anggaran pendapatan

Anggaran pendapatan mempunyai karakteristik berikut, yaitu :

a) Anggaran ini dirancang untuk mengukur efektifitas pemasaran.

b) Manajer pemasaran tidak dapat dituntut untuk sepenuhnya
bertanggung jawab atas pencapaian sasaran yang dianggarkan seperti
halnya dengan anggaran biaya.

. Anggaran laba

Anggaran laba divisi digunakan oleh manajemen puncak :

a Untuk mereview unjuk kerja keuangan perusahaan total yang
diharapkan untuk tahun mendatang dan untuk mengambil tindakan
tertentu bila unjuk kerja tersebut tidak memuaskan.

b. Untuk merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan keseluruhan

perusahaan,

c. Untuk berperan serta dalam perencanaan divisi.

d. Untuk ikut mengendalikan, setidak-tidaknya sebagian divisi anggaran

disusun untuk memenuhi berbagai tujuan tertentu,
Penyusunan anggaran operasi mempunyai empat tujuan utama

(Anthony dan Govindarajan, 2005):

1. Untuk menyesuaikan rencana strategis.

,,.r"': - “:.
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tersedia yang digunakan untuk mengukur berbagai nilai sumber daya
yang tersedia untuk setiap manajer yang berperan penting dalam usaha
mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam usaha mencapai sasaran
yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran.
2.6, Biaya Terkendali dan Biaya Tidak Terkendali
Tanggung jawab yang diminta tiap departemen terhadap manajer
pusat pertanggungjawaban adalah tanggung jawab atas biaya yang dapat
mercka kendalikan secara langsung. Dengan demikian, manajer tiap pusat
pertanggungjawaban tersebut dapat mengidentifikasi pendapatan dan biaya
yang berada di bawah pengawasannya (comrollable) dan vang tidak berada
di bawah pengawasannya (uncontrollable). Hanya biaya dan pendapatan
yang terkendali saja yang menjadi tanggung jawab tiap manajer pusat
pertanggungjawaban (Putri,2005).
Definisi biaya terkendali menurat Daljono (2009:21) adalah -
“Biaya di mana manajer dapat mempengaruhi ada tidaknya dan
besar  kecilnya biaya tersebut. Apabila seorang manajer tidak
dapat mempengaruhi suatu biaya melalui kebijakannya, maka

biaya tersebut merupakan biaya tak terkendali bagi manajer
tersebut.”

Semua biaya atau semua kegiatan yang menimbulkan biaya harus
mendapat otorisasi dari orang-orang yang bertanggung jawab pada kegiatan
tersebut. Oleh karena itu, semua biaya dapat dikendalikan pada tingkat

manajemen tertentu. Jika suatu biaya tidak dapat dikendalikan pada tingkat
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tersebut. Seorang manajer mungkin tidak mempunyai wewenang dalam
memutuskan perolehan barang atau jasa, baik harga maupun jumlahnya,
namun dapat secara signifikan mempengaruhi jumlah pemakaiannya.

3. Meskipun seorang manajer tidak dapat secara signifikan mempengaruhi
jumlah biaya tertentu melalui tindakan langsungnya sendiri, ia dapat juga
dibebani biaya tersebut, jika manajemen puncak menghendaki apar ia
menaruh perhatian, sehingga ia dapat membantu manajer lain yang
bertanggung jawab untuk mempengaruhi biaya tersebut.

Mulyadi (1997:165) juga mengemukakan bahwa biaya tidak
terkendalikan dapat diubah menjadi biaya terkendalikan melalui dua cara yang
saling berkaitan:

1. Mengubah dasar pembebanan dari alokasi ke pembebanan langsung.

Biaya yang dialokasikan kepada suatu pusat pertangpungjawaban
dengan dasar yang scmbarang, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban
kepada manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan, schingga
biaya tersebut merupakan biaya tidak terkendalikan bapgi manajer tersebut.
Untuk mengubah menjadi biaya terkendalikan, biaya tersebut harus
dibebankan scdemikian rupa kepada pusat pertanggungjawaban tertentu,
schingga biaya tersebut dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer
pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan,
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2. Mengubah letak tanggung jawab pengambilan keputusan.

Pengubahan biaya tidak terkendalikan menjadi biaya terkendalikan
dapat pula dilakukan dengan cara mendelegasikan wewenang untuk
pengambilan keputusan dari manajemen puncak kepada manajer pusat
pertanggungjawaban yang bersangkutan. Dengan demikian, manajer pusat
pertanggungjawaban yang sebelumnya tidak mempunyal wewenang untuk
mempengaruhi biaya tertentu, dengan diterimanya wewenang dari
manajemen puncak, akan dalam posisi dapat mempengaruhi biaya tersebut
secara signifikan. Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban, semua
biaya yang terkendalikan oleh manajer tingkat bawah, dipandang juga
terkendalikan  oleh  manajer pusat pertanggungjawaban  yang
membawahinya.

1.7. Sistem Akuntansi Biaya/Klasifikasi dan Kode Rekening

Dalam akuntansi pertanggungjawaban, biaya dan pendapatan
dikumpulkan dan dilaporkan untuk setiap jenjang manajemen. Agar dapat
terlaksana dengan baik, maka diperlukan suatu bagan perkiraan yang diberi kode
tertentu yang memuat perkiraan-perkiraan yang ada di nmeraca maupun pada
perhitungan laba-rugi. Proses ini mengakibatkan setiap tingkatan manajemen
atau setiap bagian dalam perusahaan yang merupakan pusat pertanggungjawaban
akan dibebani dengan biaya yang terjadi di dalamnya. Biaya tersebut harus

dipisahkan menjadi biaya terkendali dan tidak terkendali berdasarkan
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kepentingannya di dalam laporan keuangan dan dalam persiapan pembuatan
laporan (Puatri, 2005).

Untuk memudahkan di dalam proses pengolahan data, rekening-rekening
perlu diberi kode karena dengan begitu data akan lebih mudah diidentifikasi.
Dalam system akuntansi kode yang digunakan biasanya adalah angka, huruf,
atau kombinasi keduanya (Ayuningtyas, 2006). Oleh karena biaya yang terjadi
dikumpulkan untuk setiap tingkat manajemen, maka biaya-biaya tersebut harus
digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkat-tingkat manajemen yang
terdapat dalam struktur organisasi. Setiap fingkatan manajemen merupakan pusat
pertanggungjawaban dan akan dibebani dengan biaya-biaya vang terjadi di
dalamnya yang dipisahkan antara biaya terkendali dan biaya yang tidak
terkendali.

2.8 Efisiensi Pengendalian Biaya

2.8.1 Pengertian Pengendalian Biaya
Pengendalian biaya adalah tindakan yang dilakukan untuk
mengarahkan aktivitas agar tidak menyimpang dengan tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Pengendalian biaya ini dapat dilakukan melalui
angparan biaya yang secara kontinu diadakan pengawasan secara
analisis terhadap penyimpangan yang terjadi schingga dapat diketahui
penyebab terjadinya penyimpangan atas selisih tersebut kemudian




dilakukan tindak lanjut agar kerugian yang terjadi :g:lﬁﬁf keil
(Trisnawati, 2006).

Tanggung jawab atas pengendalian biaya terletak pada pihak yang
bertanggungjawab atas penyusunan anggaran untuk biaya yang
dikendalikannya. Walaupun sebenamya tanggung jawab penuh dari
suaty organisasi terletak pada manajer. Hal ini sesuai dengan pendapat
yang dikemukakan oleh Matz dkk (Kusumardani, 2007) bahwa
tanggung jawab atas pengendalian biaya barus diserahkan kepada
personel yang juga bertanggungjawab atas penyusunan anggaran untuk
biaya yang dikendalikannya. Tanggung jawab ini hanya terbatas pada
biaya yang dapat dikendalikan, dan prestasi kerja setiap personel harus
diukur dengan membandingkan biaya yang sebenarya terjadi dengan
biaya yang dianggarkan.

1.8.2 Cara Pengendalian Biaya

Untuk mencapai efisiensi dalam suatu perusahaan diperlukan suatu
pengendalian karena dengan pengendalian, biaya yang dikeluarkan bisa
ditekan seminimal mungkin. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara
(Kusumardani, 2007);

&) Pengurangan biaya
Terdapat tiga kemungkinan cara untuk meningkatkan laba yaita
1. Meningkatkan volume penjualan.

2. Meningkatkan harga penjualan.
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3. Mengurangi biaya.

Oleh sebab itu, salah satu cara di atas yang dapat digunakan
untuk pencapaian efisiensi dengan cara mengurangi biaya, di mana
tindakan terscbut merupakan bagian dar pengendalian biaya.
Pengurangan biaya dimaksudkan dengan mengerahkan segala usaha
untuk menggunakan semuanya secara lebih efekuf dan efisien agar
diperoleh lebih banyak hasil dengan biaya yang sedikit.

b) Penggunaan biaya standar

Jika biava sesungpuhnya menyimpang dari biaya standar,
maka yang dianggap benar adalah biaya standar sepanjang
asumsi-asumsi yang mendasari penentuannya tidak berubah.

Langkah-langksh yang harus ditempuh dalam pengendalian
biaya dengan menggunakan standar adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan perbedaan antara standar dengan pelaksanaan yang
sesungguhnya.

2. Menganalisis sebab-sebab terjadi perbedaan.

3. Mengambil tindakan perbaikan untuk mengendalikan biaya
sesungguhnya yang tidak memuaskan, agar sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan terlebih dahulu,

Kaitannya dengan pengendalian biaya, biaya standar

mempunyai manfaat sebagai berikut:
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1. Memberikan tolok ukur yang lebih baik mengenai prestasi
pelaksanaan.
2. Memungkinkan dipergunakannya prinsip pengecualian
(principle of exception) dengan akibat penghematan waktu.
3, Memungkinkan laporan yang segera atas informasi
pengendalian biaya.
4. Standar berlaku schagai inisiatif bagi karyawan,
¢) Pemusatan sumber daya hasil
Pemusatan sumber daya pada hasil adalah pengendalian biaya
vang terbaik dan paling efektif. Bagaimana pun juga biaya tidak terjadi
Biaya selalu dikeluarkan paling tidak dengan maksud tertentu
untuk mencapai suatu hasil.
d) Penggunaan anggaran
Anggaran dapat digunakan sebagai tolok ukur, schagai
pembanding untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan
nanti. Dengan membandingkan antara apa yang dicapai oleh realisasi
kerja perusahaan, dapatlah dinilai apakah perusahaan telah sukses
bekerja ataukah kurang sukses bekerja.
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2.9 Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Pengendalian

Biaya

Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang
penting dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi, karena
informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi dengan manajer
yang bertanpgung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Pengendalian
dapat dilakukan dengan cara memberikan peran bagi setiap manajer untuk
merencanakan pendapatan dan/atau biaya vang menjadi tanggung jawabnya,
dan kemudian menyajikan informasi realisasi pendapatan dan/atau biaya
tersebut menurut manajer vang bertangpung jawab (Mulyadi, 1997).

Dengan adanya anggaran dan laporan pertanggungjawaban yang
digunakan untuk menilai kinerjanya jika kinerja yang dinilai baik maka manajer
secara individual akan diberi penghargaan schingga manajer termotivasi untuk
mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dan jika kinerja yang dinilai
tidak baik maka manajer secara individual akan diberi hukuman atau sanksi
sehingga manajer termotivasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya.

Laporan pertanggungjawaban harus dinyatakan dalam bentuk yang
sederhana. Jika laporan tersebut terlalu kompleks maka manajer akan
mengalami kesulitan dalam menganalisis kegiatan operasi perusahaan. Laporan
pertanggungjawaban harus menyajikan jumiah anggaran dan jumlah aktual dari
pendapatan dan biaya yang dapat dikendalikan. Penyimpangan-penyimpangan

yang terjadi harus menjadi perhatian yang penting. Komunikasi regular antara
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penyaji laporan dengan pengguna laporan pertanggungjawaban harus selalu
dilakukan untuk memastikan relevansi dari informasi yang disajikan tersebut,
Lebih lanjut, laporan pertanggungjawaban harus diterbitkan dengan dasar waktu
yang tepat. Di dalam penyajian laporan pertanggungjawaban selisih yang terjadi
antara aktual dengan anppgaran harus dianailsis dan diselidiki sebab terjadinya.
Selisih dapat disebabkan oleh kesalshan atau penyimpangan di dalam
pelaksanaan atau karena standamya sendiri yang salah.

Dengan mengetahui sebab terjadinya selisih, manajemen dapat
menentukan tindakan korektif yang periu dilakukan dan penghargaan/hukuman

yang pantas diberikan kepada manajer yang bersangkutan (Ayuningtyas, 2006).
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2.10 Kerangka Pikir
Kerangka pikir merupakan arah penelitian yang dilakukan oleh penulis

dan digambarkan dalam skema berikut ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

PT PLN (Persero)
Wilayah SulSelRaBar

Penerapan Akuntansi
Pertanggungjawaban

r

Pengendalian Biaya

Evaluasi Efisiensi Biaya

Kesimpulan

|

Sumber: Data Diolah




Dari kerangka pikir di atas, dapat dijelaskan bahwa bagaimana perusahaan
menerapkan akuntansi pertanggungjawaban anggaran schingga perusahaan dapat
menetapkan pembagian unit-unit organisasi dengan pelimpahan wewenang dan
tanggung jawab sccara jelas dan tegas. Informasi pertanggungjawaban sangat penting
dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi atau perusahaan
karena informasi ini menekankan hubungan antara informasi dengan manajer yang
bertangpung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya

Dalam pengendalian biaya, sistem akuntansi pertanggungjawaban
menggolongkan, mencatat, meringkas, dan melaporkan biaya-biaya yang
dihubungkan dengan tingkatan-tingkatan manajemen yang bertanggung jawab. Dan
dalam pengevaluasian efesiensi biaya dalam suvatu perusahaan diperlukan suatu
pengendalian karena demgan pengendalian, biaya yang dikeluarkan bisa ditekan
seminimal mungkin. Kemudian hasil dari penelitian ini nantinya akan menberikan

feedback pada perusahaan tersebut.




BABIN
METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi Penelifian
Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari PT. PLN (Persero)
Wilayah Sulselrabar.
3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penclitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data kualitatif, yaitu data — data yang berupa keterangan teoritis,
penjelasan, baik yang berasal dari pimpinan, personalia maupun staf
yang berhubungan dengan penelitian.

2. Data kuantitatif, yaitu data-data pendukung perhitungan dan
pengendalian biaya yang berkaitan dengan masalah yang ada, seperti
anggaran yang telah disusun dan realisasinya serta laporan

pertanggungjawaban
| 3.2.2 Sumber Data
Sumber data dari penelitian ini adalah:

| a. Data primer: merupakan data yang berasal dari sumber pertama yang
dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan yang

i diteliti, Data primer secara khusus dikumpulkan oleh pencliti untuk
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S
menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa ulpmx sl;i:jek / '
(orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi mm S
benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dalam
penelitian ini data primer yang dikumpulkan berasal dari opini subjek
yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Data sekunder: merupakan sumber data penelitian yang diperoleh
peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan
dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan
atau laporan historis vyang telah tersusun dalam arsip vang
dipublikasikan dan tidak dipublikasikan,

3.3 Metode Pengumpulan Data
a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Peneltian ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder. Untuk
membekali diri akan teori akuntansi pertanggungjawaban, kondisi-kondisi
yang dibutuhkan sebagai syarat dapat diterapkannya sistem ini pada
perusahaan, serta teori-teori lain yang dapat membantu penulis dalam
menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditemtukan sebelumnya, maka
dilakukan studi kepustakaan dengan cara membaca literatur-literatur tentang

| sistem akuntansi pertanggungjawaban.

- e _-'-..

b. Penelitian Lapangan (Field Research)
| Untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya tentang hal-hal yang
berkaitan dengan efisiensi penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban,

=
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penulis melakukan penelitian langsung pada PT. PLN (Persero). Data yang
didapat dari lapangan berasal dari pengamatan dan pengambilan data melalu
wawancara dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara
kepada responden, kemudian jawaban-jawaban responden dicatat / direkam.
3.4 Metode Analisis
Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode deskriptif komparatif yaitu menggambarkan penerapan system akuntansi
pertanggungjawaban scbagai alat pengendalian biaya pada perusahaan dan
membandingkan dengan menggunakan teori-teori tentang  akuntansi
pertanggungjawaban dengan mengacu pada 5 syarat sehagaimana dikemukakan
Mulyadi (2001 : 140):
1. Struktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang dan
tanggungjawab tiap tingkatan manajemen.
2. Anggaran biaya yang disusun untuk tiap-tiap tingkatan manajemen .
3. Pengpolongan biaya sesuai dengan dapat tidaknya dikendalikan oleh
manajemen tertentu dalam organisasi
4. Sistern akuntansi biaya yang disesuaikan dengan struktur organisasi
5. Sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggungjawab.
Berdasarkan 5 syarat diatas, maka metode analisisnya berupa

1. Mengevaluasi struktur organisasi terkait dengan pembagian tugas dan

e e

tanggungjawab tiap tingkatan manajemen.
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2. Mengevaluasi anggaran biaya yang disusun untuk tiap tingkatan
Manajemen.

3. Penggolongan biaya antar biaya terkendali dan biaya tidak terkendali.

4. Mengevaluasi system akuntansi biaya vang disesuaikan dengan struktur
organisasi

5. Mengevaluasi sistem pelaporan biaya kepada manajer yang
bertanggungjawab.

Dalam analisis ini penulis melakukan pemahaman akan kondisi-
kondisi yang ada dalam perusahaan, kemudian melakukan analisis perbedaan-
perbedaan yang terjadi, dan menentukan apakah perbedaan-perbedaan itu
menyangkut hal-hal yang mendasar, dan analisis ini dapat disimpulkan
tentang efisiensi penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban, serta
memberikan saran-saran yang tepat mengenai penerapannya di masa yang
akan datang.

Rumus yang digunakan untuk mengukur efisiensi biava adalah schagai
berikut:

Rasio realisasi biaya terhadap anggaran:

Persentase = Realisasi biaya x 100%%
Anggaran biaya

Varians = Anggaran biaya — Realisasi biava x 100%
Anggaran biaya

Efisiensi Biaya = Anggaran biaya — Realisasi biava
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GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Kelistrikan Sulselrabar Makassar

Berikut ini merupakan tahun-tahun penting dalam sejarah kelistrikan di
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat

Pada Tahun 1914 dibangun pembangkit listrik yang pertama di
Makassar menggunakan mesin uap yang dikelola oleh suatu lembaga yang
disebut Electriciteit Weizen berlokasi di Pelabuhan Makassar. Tahun 1925
Dibangun pusat listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 2 MW di tepi
sungai Jeneberang dacrah Pandang-Pandang, Sungguminasa dan hanya
mampu beroperasi hingga tahun 1957.

Dibangun Pusat Listrik Tenaga Diesel (PL.TD) yang berlokasi di bekas
lapangan sepak bola Bontoala yang dikelola N V. MNederlonds Cas
Electriciteit Maatschappy (N.V. NEGEM) di tahun 1946. Kemudian tahun
1949 Seluruh pengelolaan kelistrikan dialihkan ke N.V. Ovesseese (as dan
Electriciteit Gas don Electriciteit Maatschappy (N.V. OGEM).

Pada Tahun 1957 pengusahaan ketcnagalistrikan di kota Makassar
dinasionalisasi oleh Pemeriniah RI dan dikelola oleh Perusahaan Listrik
Negara (PLM) Makassar namun wilayah operasi terbatas hanya di kota
Makassar dan daerah luar kota Makassar antara lnin Mujene, Bantaeng,
Bulukumba, Watampone dan Palopo untuk pusat pembangkitnya ditangani

oleh PI.N Cabang luar kota dan pendistribusiannya oleh PT, MPS (Maskapai
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untuk Perusahaan-perusahaan Setempat). PLN Makassar inilah kelak
merupakan cikal bakal PT. PLN (Persero) Wilayah V1II sebagaimana yang
kita kenal dewasa ini. PLN Pusat membentuk unit PLN Exploitasi VI pada
tahun 1961 dengan wilayah kerja meliputi Propinsi Sulawesi Sclatan dan
Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Makassar. Pada tahun 1973
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No.
01/PRT/1973 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Perusahaan
Umum, PLN Exploitasi VI berubah menjadi PLN Exploitasi VIII.

Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik mengeluarkan Peraturan
Menteri No. 013/PRT/1975 sebapai penganti Peraturan Menteri No.
01/PRT/1973 tahun 1975 yang didalamnya disebutkan bahwa perusahaan
mempunyal unsur pelaksana yaitu Proyek PLN Wilayah, Oleh karena itu,
Dircksi Perum Listrik Negara menetapkan SK No. 010/DIR/1976 vang
mengubah sebutan PLN Exploitasi VIl menjadi PLN Wilayah VIIL.

Tahun 1994 Berdasarkan PP No. 23 tahun 1994 maka status PLN
Wilayah VIIT berubah menjadi Persero maka juga berubah namanya menjadi
P1. PLN {Persero) Wilayah VIIL Perubahan ini mengandung arti bahwa PLN
semakin dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Tahun 2001 Sejalan
dengan kebijakan restrukturizasi sektor ketenaga listrikan, PT PLN (Persero)
Wilayah VIII diarahken menjadi Strategic Business Unit/investment Centre
dan sebagai tindak lanjut, sesuai dengan Keputusan Dircksi PT PLN (Persero)
No 01. K/010/DIR/2001 tanggal 8 Januari 2001, PT PLN (Persero) Wilayah

VI berubsh menjadi PT PLN (Persero) Unit Bisnis Sulawesi Selatan dan

I P e e L L g 4
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Tenggara 1 1. Tahun 200x Wilayah Sulsel & Sultra, dan kemudian pada tahun
2006 Berubah menjadi PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi

Tenggara dan Sulawesi Barat,

4.2 Visi, Misi Dan Motto

4.2.1 Falsafah Perusahaan.

Pembawa kecerahan dan kegairahan dalam kehidupan masyarakat vang

produktif
4.2.2 Visi Perusahaan

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang,

unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani.
4.2.3 Misi Perusahaan

a) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait
berorientasi pada kepuasan pelangpan, anggota perusahaan, dan
pemegang saham.

b) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat,

¢) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan
ekonomi.

d) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan,
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4.2.4 Motio Perusahaan

Listrik wntuk Kehidupan yang Lebih Baik (Eleciricity for a
Beiter Life)

Nilai-Nilai Perusahaan

b.

Saling percava Munal Trusi)
Integritas (Integrity)
Peduli {Care)
Pembelajar (Learner)
Peka-tanggap terhadap kebutuhan pelanggan
Senantiasa berusaha untuk tetap memberikan pelayanan yang
dapat memuaskan kebutuhan pelanggan secara cepat, tepat dan
sesual.
Penghargaan pada harkat dan martabat manusia
Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan
segala kelebihan dan kekurangannya serta mengakui dan
melindungi hak-hak asasi dalam menjalankan bisnis.
Integritas
Menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan

obyektifitas dalam pengelolaan bisnis.




d.

i,

f.

Kualitas produk

Meningkatkan kualitas dan keandalan produk secara terus-

menerus dan terukur serta menjaga kualitas lingkungan dalam

menjalankan perusahaan,
Peluang untuk maju
Memberikan peluang yang sama dan seluas-luasnya
kepada setiap anggota perusahaan untuk berprestasi  dan
menduduki posisi sesuai dengan kriteria dan kompetensi jabatan
yang ditentukan.
Inovatif
Bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan
sesama anggota perusahaan, menumbuhkan rasa ingin tahu serta
menghargai ide dan karya inovatif,
Mengutamakan kepentingan perusahaan
Konsisten untuk mencegah terjadinya  benturan
kepentingan dan menjamin di dalam setiap keputusan yang
diambil ditujukan demi kepentingan perusahaan.
Pemegang saham
Dalam pengambilan keputusan bisnis akan berorientasi

pada upaya meningkatkan nilai investasi pemegang sah.




4.3 Uraian Umum
Organisasi PLN Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar sebagai Kantor
Induk dipimpin oleh seorang General Manager dengan dibantu oleh 6 (enam)

Manajer Bidang, vaitu :

1. Manajer Bidang Perencanaan

Bertanggung jawab atas tersusunnya perencanaan kerja, sistem
manajemen kerja, perencanaan investasi dan pengembangan aplikasi
sistem informasi untuk mendukung upaya pengusahaan tenaga listrik
yang memiliki efisiensi, mutu dan keandalan yang baik serta upaya

pencapaian sasaran dan ketersediaan kerangka acuan pelaksanaan kerja.
Adapun vraian tugas dalam bidang ini adalah ;

a. Menyusun perencanaan wilayah, RUPTL (Rencana Umum
Pengembangan Tenaga Listrik), RJP (Rencana Jangka Panjang),
REKAF (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan), Rencana
pengembangan sistem ketenaga listrikan.

b. Menyusun sistem manajemen kinerja unit-unit kerja;

¢. Menyusun metode evalusi kelayakan investasi dalam melakukan
penilaian finansialnya.

d. Menyusun program pengembangan aplikasi sistem informasi

e. Menyusun dan mengelola manajemen mutu.

f. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

g. Menyusun laporan manajemen di bidangnya.
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2. Manajer Bidang Pembangkitan

Bertanggung jawab atas penyusunan strategi, standar operasi dan

pemeliharaan, standar desain konstruksi dan kebijakan manajemen

termasuk kesclamatan Kketanagalistrikan untuk menjamin kontinyitas

pengusahaan tenaga listrik dengan efesiens] serta mutu dan keandalan

yang baik dan dukungan logistik bagi operasional pengusahaan tenaga

listrik di unit pelaksana.

Adapun uraian tugas dari bidang ini adalah :

Menyusun  strategi  pengoperasian dan pemelibaraan  sistem
pembangkit, transmisi dan jaringan distribusi serta membina

penerapannya.

. Menyusun standar untuk penerapan dan pengujian peralatan

pembangkit, transmisi dan distribusi serta standar opersi dan

pemeliharaan sistem pembangkit, transmisi dan jaringan distribusi.

. Menyusun standar desain dan kriteria konstruksi pembangkit,

transmisi, jaringan distribusi dan peralatan kerjanya serta membina

penerapannya.

- Melakukan pengendalian susut energi listrik dan gangguan pada

sistem pembangkitan, transmisi, distribusi serta saran perbaikannya,
Menyusun metoda kegiatan konstruksi dan administrasi pekerjaan

serta membina pencrapannya.




f. Menyusun kebijakan manajemen sistem pembangkitan, tra.nﬂmsl dﬂn
jaringan distribusi..

g. Menyusun kebijakan manajemen pengadaan dan perbekalan
pembangkitan, transmisi dan distribusi serta membina penerapannya.

h. Menyusun kebijakan manajemen lingkungan dan keselamatan
ketenagalistrikan serta membina penerapannya.

i. Menyusun pengembangan sarana komunikasi dan otomatisasi operasi
pembangkitan, transmisi dan jaringan distribusi.

j. Menyusun, memantau dan mengevaluasi ketentuan data induk
pembangkit, transmisi dan jaringan distribusi.

k. Musulan RKAP yang terkait dengan bidangnya.

I. Menyusun laporan manajemen di bidangnya.

3. Manajer Bidang Transmisi & Distribusi
Bertanggungjawab atas koordinasi, penganalisaan,

pengevaluasian dan mengambil keputusan strategis bidang distribusi

serta mempertanggungjawabkan ke dalam laporan kinerja dan

Manajemen untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan dan

beroricntasi tﬂl‘]‘lﬂliﬁp kebaituhan p;hnggml
4. Manajer Bidang Niaga & Pelayanan Pelanggan

Berianggung jawab atas upays pencapaian target pendapatan dari
penjualan tenaga listrik, pengembangan pemasaran yang berorientasi
kepada kebutuhan pelanggan serta transaksi pembelian tenaga listrik

yang meberikan nilai tambah bagi perusahaan, serta ketersediaan standar
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pelaksanaan kerja dan terciptanya interaksi kerja yang baik antara unit-
unit pelaksana.

Adapun uraian tugas dari Bidang Niaga ini adalah :

a. Menyusun
s Ketentuan dan strategi pemasaran.
= Perencanasn penjualan energi dan rencana pendapatan.
b. Mengevaluasi harga jual beli tenaga listrik.
¢. Menghitung biaya penyediaan tenaga listrik.
d. Menegosiasikan harga jual beli tenaga listrik.
¢. Menyusun :
» Strategi pengembangan pelayanan pelanggan.
» Standar dan produk pelayanan.
« Ketentvan Data Induk Pelangpan (DIL) dan Data Induk
Saldo (DIS).
» Konsep kebijakan sistem informasi pelayanan pelanggan.
f. Melakukan pengendalian DIS dan oponame saldo piutang.
g. Mengkoordinasikan pelaksanazn penagihan kepada pelanggan
tertentu, antara lain TNIPOLRI dan intansi vertikal.
h. Mengkaji pengelolaan pencatatan meter dan menyusun rencana
penycmpumasnnya.
i. Menyusun mekanisme interaksi antar unit pelaksana.

j-  Menyusun rencana pengembangan usaha baru serta pengaturannya.
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k. Membuat usulan RKAP bersama dengan Bidang Perencanaan dan
Bidang lainnya.
. Menyusun dan mengelola manajemen mutu,

]

m. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

n. Menyusun laporan manajemen di bidangnya.

5. Manajer Bidang Keuangan

Bertanggung  jawab atas penyelenggaran atas pengelolaan
anggaran dan kcuangan unit usaha sesuai dengan prinsip-prinsip
manajemen keuangan yang baik, pengeloalaan pajak dan asuransi yang
efektif serta penyajian laporan keuangan dan akuntansi yang akurat dan

tepat waktu.
Adapun tugas dalam bidang keuangan ini adalah

a. Menyusun kebijakan anggaran dan proyeksi keuangan perusahaan.
b. Mengendalikan anggaran investasi dan anggaran operasi.

c. Mengendalikan aliran kas pendapatan.

d. Mengendalikan aliran kas pembiayaan.

e. Melakukan pengelolaan keuangan.

f. Melakukan analisis dan evalusi laporan kevangan unit-unit.

g. Menyusun laporan keuangan konsolidasi.

h. Menyusun laporan rekonsoliasi keuangan.,

i. Menyusun dan menganalisa kebijakan resiko dan penghapusan asset.

j. Melakukan pengelolaan pajak dan asuransi.




k. Membuat usulan RKAP bersama dengan Bidang Perencanaan dan
Bidang lainnya.
1. Menyusun dan mengelola manajemen mutu,

L3

m. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

n. Menyusun laporan manajemen di bidangnya.

5. Manajer Bidang Keuangan

Bertanggung jawab atas penyelenggaran atas pengelolaan
anggaran dan kevangan unit usaha scsuai dengan prinsip-prinsip
manajemen keuangan yang baik, pengeloalaan pajak dan asuransi yang
efektif serta penyajian laporan kevangan dan akuntansi yang akurat dan

tepat wakiu.
Adapun tugas dalam bidang keuangan ini adalah ;

a. Menyusun kebijakan anggaran dan proyeksi kevangan perusahaan.
b. Mengendalikan anggaran investasi dan anggaran operasi.

¢. Mengendalikan aliran kas pendapatan.

d. Mengendalikan aliran kas pembiayaan.

g. Melakukan pengelolaan kevuangan.

f Melakukan analisis dan evalusi laporan kevangan unit-unit.

g. Menyusun laporan keuangan konsolidasi.

h. Menyusun laporan rekonsoliasi kevangan.

i. Menyusun dan menganalisa kebijakan resiko dan penghapusan asset,

j. Melakukan pengelolaan pajak dan asuransi,




(5 =TT TR

B. Komunikasi, Hukum dan Adminstrasi. = '

Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan
administrasi kesekretariatan, komunikasi masyarakat dan hukum,
dan pengelolaan keamanan, sarana dan prasarana kantor serta
pembinaan lingkungan untuk mendukung kelancaran kerja

Adapun tugas dari Bidang Komunikasi, Hukum dan

Administrasi ini adalah

1. Mengelola:

o Serifikasi asset.

s Dokumentasi dan perpustakaan.

* Administrasi kesckretariatan, protokol dam rumah tangga

kantor induk.

2. Mengelola :

» Komunikasi kemasyarakatan dan pelanggan.

= Fasilitas dan prasarana kerja.

# Sistem keamanan dan pengamanan kantor,
3. Mengelola program bina/peduli lingkungan.
4. Melakukan advokasi hukum dan peraturan Perusahaan,
5. Membuat usulan REAP yang terkait dengan bidangnya.
fi. Menyusun dan mengelola manajemen mutu.

7. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
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Masih dibawah General Manager terdapat 2 (dua) jabatan setara
Manajer Bidang, yaitu :
a  Auditor Internal
b. P2K { pejabat pembuat komitmen)
3 (tiga) Sektor pembangkitan, yaitu :
a. Sektor Tello
b. Sektor Bakaru

c. Sektor Kendarn

2(dua) unit Pengatur yaitu :

= Area Pengatur & Penyalur Beban (AP2B) Sistem Sulsel
= Area Pengatur Distribusi (APD) Makassar
Sementara itu secara operasional untuk melayani pelanggan
terdapat 9 (sembilan) Cabang yaitu :
s Cabang Makassar
s Cabang Kendari
= Cabang Pare-Pare
s (Cabang Watampone
+ Cabang Bulukumba
« Cabang Pinrang
. = Cabang Palopo
s Cabang Bau-Bau

» Cabang Mamuju




W e

48

4.4 Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi merupakan alat yang dibentuk untuk mencapai tujuan
perusahaan, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka
panjang. Sementara itu struktur organisasi mencerminkan pembagian tugas
dari berbagai bagian yang terdapat dalam organisasi tersebut, agar tidak
terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas oleh para karyawan.

Sebagai perusahaan MNegara yang bergerak di bidang kelistrikan
mempunyai struktur organisasi vang menggambarkan batas-batas tugas dan
tanggung jawab serta hak dari setiap tingkatan jabatan dalam lingkungan PT
PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra, dan Sulbar itu sendiri, ini
dimaksudkan agar setiap karvawan PT PLN mengetahui sampai dimana hak
dan kewajibannya serta kepada siapa ia harus bertangpung jawab, baik
secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sangat penting untuk
menghidari kerancuan di dalam PT PLN (Persero) itu sendiri.
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Proses alur kerja pada dari PT PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra, dan

Sulbar (Sultan Batara) dapat dilihat pada skema berikut ini

Gambar 4.1 Mekanisme Kerja Organisasi dari PT PLN (Persero) Wilayah
Sulsel, Sultra, dan Sulbar

Fungsional
Ahli 11 & 10

General

Manager

Kepala Audit

b e

Bidang

Internal

Manager Cabang,
Manapger Sektor,

*  Manager AP2ZB
dan APD

e - -

i =———p alur Pelimpahan TugasPekerjaan

--=---p alur Pertanpggungjawaban Tugas/Pekerjaan

Sumber ; PT. PLN (Persera) Wilayah Sul-Sel, Sul-Tra, Sul-Bar
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Adapun struktur organisasi dari PT PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra, dan

Sulbar (Sultan Batara) dapat dilihat pada skema berikut ini

Gambar 4.2 Struktur Organisasi dari PT PLN (Persero) Wilayah Sulsel,

Sumber ; PT. PLN (Persera) Wilayah Sul-Sel, Sul-Tra, Sul-Bar

Sultra, dan Sulbar
General
Manager
Fungsional Audit Internal
AhH
I I ] | |
Bidang Bldang Bidang Bidang Miaga Bidang Bidang
Perencanaan Pembangkitan Transeés| dan & Pelayanan Keuangan
Distribauisi Pelanggan SO0 & EHA
1 | I I | I I [ 1 |
Cabang Cabang Cabang | | cabang || Cabang Cabang Cabareg Cabang Cabung
Kendarl mamuju baw? palapo pinrang makazar parel Bone bl ey
| | | | |
Sektor Saldor Sektar APER MPD
Tello Bakaru Kendar




Al

BAB V
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian
Biaya Pada PT. FLN (Persero) Wilayah Sulselrabar
5.1.1 Struktur Organisasi, Pendelegasian Wewenang dan ldentifikasi Pusat
Pertanggungjawaban
Struktur organisasi pada PT. PLN Wilayah Sulselrabar Makassar
ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi dimana menetapkan secara
tegas wewenang dan tanggungjawab dari setiap tingkatan manajeman
dalam bagian serta hubungan komando perusahaan. Karena akan
mencerminkan pembagian wewenang dan tanggungjawab masing-masing.
Struktur organisasi PLN Wilayah Sulselrabar sebagai kantor wilayah
dipimpin oleh seorang General Manager dengan dibantu 6(enam) manager
bidang yaitu;
1. Manager Bidang Perencanaan membawahi
» Perencanaan korporat
e Perencanaan system
s System informasi
2. Manager Bidang Pembangkitan membawahi
e Operasi pembangkitan
¢ Pemeliharaan pembangkitan

21
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* Engineering pembangkitan
3. Manager Bidang Transmisi dan Distribusi membawahi
*  Alat pengukur dan pembatas
¢ Penvaluran
e Ophar distribusi
4. Manager Bidang Niaga & Pelayanan Pelanggan membawahi

# Bagian pemasaran

» Bagian Komersial
5. Manager Bidang Keuangan membawahi
= Anggaran dan pendanaan
e Keuvangan
« Akuntansi
s Pengelolaan pendapatan
6. Manager Bidang SDM dan KHA membawahi
s Administrasi umum dan fasilitas
¢ Hukum dan komunikasi
« Pengembangan organisasi dan SDM
e Administrasi SDM
Struktur organisasi pada PT. PLN Wilayah Sulselrabar Makassar

dijukan untuk mencapai tujuan organisasi dimana menetapkan secara

tegas wewenang dan tanggungjawab dari setiap tingkatan manajeman




dalam bagian serta hubungan komando perusahaan. Karena akan

mencerminkan pembagian wewenang dan tanggungjawab masing-masing.

Efektivitas organisasi untuk mewujudkan tujuan perusahaan sangat
ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya manusia di dalam
memanfaatkan sumber daya lain melalui struktur organisasi. PT. PLN
(Persero) telah menyusun struktur organisasi dengan cukup baik. Hal ini
dapat dilihat dari adanya penggambaran secara jelas pembagian wewenang
dan tanggung jawab untuk tiap tingkatan manajemen dan hubungan kerja
antar bagian-bagian dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi
memungkinkan keberhasilan program perencanaan dan pengendalian yang
ditetapkan perusahaan.

PT. PLN (Persero) dalam kegiatan operasionalnya telah
mendelegasikan wewenang dan tanggungjawab dari manajemen tingkat atas
kepada manajemen yang berada dibawahnya. Oleh karena i, penulis dapat
menyimpulkan bahwa PT. PLN (Persero) telah menerapkan struktur atau
bagan organisasi yang baik untuk memenuhi suatu bentuk
pertanggungjawaban biaya terkait dengan penyusunan anggaran biaya.

Dengan adanya pembagian kerja yang jelas serta struktur
perianggungjawaban yang membagi pusat-pusat pertanggungjawaban

menurut fungsinya, maka struktur organisasi PT. PLN (Persero) mendukung

system akuntansi pertanggungjawaban.




Suatu pusat pertanggungjawaban dibentuk untuk membantu pencapaia
tujuan suatu organisasi sebagai suatu keseluruhan. Dalam prakteknya, suatu
pusat pertanggungjawaban diberi tanggung jawab berdasarkan spesialisasi
dan bidang yang ditempatinya. Struktur organisasi PT. PLN (Persero) telah
membagi bagian kerja atas pusat-pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat
biaya, pusat pendapatan, pusat laba dan pusat investasi.

Penelitian ini pembahasan hanya dipusatkan terhadap pusat biaya, di
mana PT. PLN (Persero) telah mengidentifikasikan pusat biaya sebagai
berikut :

1. Manajer Bidang Perencanaan
Bertanggung jawab atas tersusunmya perencanaan kerja, sistem
manajemen kerja, perencanaan investasi dan pengembangan aplikasi
gsistemn informasi untuk mendukung upaya pengusahaan tenaga listrik

yang memiliki efisiensi, mutu dan keandalan yang baik serta upaya

pencapaian sasaran dan ketersediaan kerangka acuan pelaksanaan kerja.

2. Manajer Bidang Keuangan

Bertanggung jawab atas penyelenggaran atas pengelolaan

anggaran dan keuangan unit usaha sesual dengan prinsip-prinsip

manajemen keuangan yang baik, pengeloalaan pajak dan asuransi yang
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efektif serta penyajian laporan keuangan dan akuntansi yang akurat

dan tepat waktu.

3. Manajer Bidang Transmisi & Distribusi
Bertanggungjawab atas koordinasi, penganalisaan,
pengevaluasian dan mengambil keputusan strategis bidang distribusi
serta mempertanggungjawabkan ke dalam laporan kinerja dan
Manajemen uniuk mendubung kelancaran operasional perusahaan dan

berorientasi terhadap kebutuhan pelanggan.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa struktur organisasi
perusahaan telah memenuhi salah satn karakteristik akuntansi
pertanggungjawaban  yaitu  adanya  identifikasi  pusat-pusat

pertanggungjawaban.
5.1.2 Penyusunan Anggaran perusahaan

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan juga sebagai
alat pengendalian. Suatu pengendalian biaya yang efektif ditunjang dengan
adanya anggaran yang disusun sesuai dengan tingkat manajemen dalam
organisasi. Dengan adanya susunan organisasi yang memiliki pembagian
wewenang dan tanggung jawab yang jelas, perusahaan dapat menetapkan

pihak yang bertanggung jawab jika terjadi penyimpangan dalam anggaran.
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Keberhasilan program anggaran terutama akan ditentukan cara
pembuatan anggaran itu sendiri. Anggaran PT. PLN (Persero) Wilayah
Sulselrabar merupakan suatu rencana kegiatan operasional yang dinyatakan
dalam satwan keuangan (moneter), dan atas dasar program yang telah
ditetapkan dalam PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar untuk periode satu
tahun.

Anggaran PT. PLN (Perseqro) memuat tentang kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh perusahaan yang penyusunannya berdasarkan tiap pusat
pertanggungjawaban yang ada dalam perusahaan. Proses anggaran pada PT.
PLN (Persero) dimulai dari pengajuan surat permintaan otorisasi anggaran
yang telah diatur dalam keputusan General Manager.

Penyusunan anggaran dilakukan dengan pendekatan Top Down dan
Bottom Up. Pimpinan perusahaan terlebih dahulu menetapkan kebijakan
yang memuat target operasional perusahaan periode yang akan datang
sebagai dasar manajer untuk menyusun anggaran. Berdasarkan target
operasional tersebut para manajer yang dibantu oleh para bawahannya
mengajukan usulan anggaran yang diperlukan dalam melaksanakan aktivitas
operasional. Dengan adanya partisipasi dari manajemen level bawah dalam
proses penetapan anggaran, maka anggaran yang dibuat akan lebih baik
karena disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan sehingga

diharapkan mampu meningkatkan pengendalian.
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Angparan yang dibuat oleh PT. PLN (Persero) bersifat realistis dan
tidak kaku. Anggaran yang telah ada dapat disesuaikan dengan situasi dan

kondisi perusahaan yang mungkin berubah.

5.1.3 Biaya Terkendali dan Tidak Terkendali

Manajer memiliki wewenang sehingga dapat mengendalikan sesuatu
yang berada di bawah kewenangannya. Oleh scbab itu, ada atau tidaknya
wewenang manajer dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap suatu
biaya. Biaya dapat dikelompokkan menjadi dua golongan: (1) biaya terkendali
dan (2) biaya tidak terkendali oleh manajer tersebut.

Biaya terkendali adalah biaya yang dapat dipengaruhi secara gignifikan
olch manajer pusat pertanggungjawaban tertentu dalam jangka waktu tertentu.
Suatu biaya tidak akan dapat dipengaruhi secara penuh oleh seorang manajer.
Biaya terkendali hanya dapat dipengaruhi secara signifikan dengan wewenang
yang dimiliki cleh manajer tertent. Sedangkan biaya tidak terkendali
merupakan biaya yang tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh seorang
manajer pusat pertanggungjawaban tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Pemisahan antara biaya-biaya yang terkendali dengan yang tidak
terkendali sangat penting untuk menetapkan pusat pertanggungjawaban yang
bertanggung jawab atas realisasi dan penyimpangan dari suatu anggaran.
Manajemen dapat mengetahui di mana biaya terjadi dan siapa yang harus

bertanggung jawab atas realisasi dan penyimpangan pada anggaran biaya.
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Anggaran yang dibuat oleh PT. PLN (Persero) bersifat realistis dan
tidak kaku. Anggaran yang telah ada dapat disesuaikan dengan situasi dan
kondisi perusahaan yang mungkin berubah.

5.1.3 Biaya Terkendali dan Tidak Terkendali

Manajer memiliki wewenang schingga dapat mengendalikan sesuatu
yang berada di bawah kewenangannya. Oleh sebab itu, ada atau tidaknya
wewenang manajer dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap suatu
biaya. Biaya dapat dikelompokkan menjadi dua golongan: (1) biaya terkendali
dan (2) biaya tidak terkendali oleh manajer tersebut.

Biaya terkendali adalah biaya yang dapat dipengaruhi secara signifikan
oleh manajer pusat pertanggungjawaban tertentu dalam jangka waktu tertentu.
Suatu biaya tidak akan dapat dipengaruhi secara penuh oleh seorang manajer.
Biaya terkendali hanya dapat dipengaruhi secara signifikan dengan wewenang
yang dimiliki oleh manajer terienfi. Sedangkan biaya tidak terkendali
merupakan biaya yang tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh seorang
manajer pusat pertanggungjawaban tertentu dalam jangka waktu tertentu.

pemisahan antera biaya-biaya yang terkendali dengan yang tidak
terkendali sangat penting untuk menetapkan pusat pertanggungjawaban yang
bertanggung jawab atas realisasi dan penyimpangan dari suatu anggaran.
Manajemen dapat mengetahui di mana biaya terjadi dan siapa yang harus

bertanggung jawab atas realisasi dan penyimpangan pada anggaran biaya.
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Dengan mengetahui tempat biaya dan penanggungjawab biaya, manajemen
akan lebih mudah mengendalikan biaya.

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari PT. PLN (Persero)
Wilayah Sulselrabar telah melakukan pemisahan biaya terkendali dan biaya

tidak terkendali untuk masing-masing pusat pertanggungjawaban pada
perusahaan tersebut.

5.1.4. Sistem Akuntansi Biaya

Biaya yang terjadi akan dikumpulkan untuk setiap tingkatan manajer
maka biava harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan
manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. Setiap tingkatan manajemen
merupakan pusat biaya dan akan dibebani dengan biaya-biaya yang terjadi
didalamnya yang dipisahkan antara biaya terkendalikan dengan biaya tidak
terkendalikan. Kode perkiraan diperlukan untuk mengklasifikasikan perkiraan-
perkiraan baik dalam neraca maupun dalam laporan rugi laba.

Qalah satu syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban adalah adanya
klasifikasi dan kode rckening perusshaan. Berdasarkan hasil penclitian yang
dilakukan, dapat dikatakan bahwa PT. PLN (Persero) Wilayah Sulserabar telah
melakukan pengkodean rekening untuk setiap perkiraan dengan cukup memadai.
Biaya-biaya yang terjadi dicatat untuk setiap tingkat manajemen, kemudian
digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen yang terdapat

dalam struktur organisasi.
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Klasifikasi dan kode rekening PT. PLN (Persero) telah dikaitkan dengan
pusat Pertanggungjawaban yang ada di dalam perusshaan. Dengan demikian,
kode rekening wyang ada telah mencerminkan kewenangan  pusat
pertanggungjawaban dan mampu memberikan informasi mengenai tempat
terjadinya biaya dan manajer yang Bertanggung jawab atas terjadinya biaya
tersebut. Pengklasifikasikan kode rekening di PT. PLN (Persero) juga bertujuan

untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan.

5.1.5 Sistem Pelaporan Biaya Kepada Manajer Yang Bertanggungjawab dan

Sistem Reward

Dalam rangka perianggungjawaban pelaksanaan Rencana Kerja
Angg&r&nPenmlﬂanfﬂKAF},nmknmﬁapkepﬂudﬁpaﬁemMmmmm
laporan den disampaiken kepada manager guna mengetahui pencapaian
targetrencana kerja dan anggaran.

smahmumsurpcnﬁusdulamMﬁ pertanggungjawaban adalah
laporan pertanggungjawaban kepada manajer yang bertanggung jawab.
pengambilan keputusan manajer. Laporan pertanggungjawaban  biaya
disajikan untuk memungkinkan setiap manajer melakukan pengelolaan biaya.
Laporan ini berisi mengenai biaya-biaya yang dianggarkan, biaya yang
sebenarnya dan selisihnya. Dengan demikian, manajer memiliki dasar untuk

memantau pl:lﬂ]ﬂﬂ[lﬂm anggaran.
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PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar telah membuat laporan

pertanggungjawaban  berupa laporan  realisasi

anggaran  tahunan.

Pertanggungjawaban tiap pusat pertanggungjawaban dilakukan oleh masing-

masing manager pusat pertanggungjawaban yang nantinya akan melaporkan

anggaran dan realisasi yang terjadi pada setiap pusat pertanggungjawaban.

Berikut ini contoh tabel laporan pertanggungjawaban PT. PLN

(Persero) Wilayah SULSELRABAR Tahun 2011:

Tabel 5.1

Laporan Pertanggungjawaban Anggaran dan Realisasi Biaya Tahun 2010

Tahun 2010
2 Varia
ND Rincian Target Realisasi ila3
Rupiah | Persent
1 | Biaya Terkendali
KEPEGAWAIAN
Gaji Pegawai 143,021,456 | 147.737.478 | 4.716.022 3%
A Tarif Grade 120.138.023 | 118.189.982 | (1.948.041) 2%
B Tunjangan Posisi 22.883.433 | 29.547.496 6.664.063 2944
ik Pl 19.543.147 | 20.147.574 604.427 394
g tain-lain 47.022.850 | 50024340 3.001.460 6%
A.“!l'unjnngnn {Cyti Tahunan 15.047.321 17.508.519 2.461.198 1654
B Mg s | ' .
. Emmm ME]E;BIFE 4.702.288 5.502.677 800.389 17%
: I“‘“““h”*m. Keda 3.761.830 4.502.191 740.36 20%
% T“’m‘:f"””hﬂ" i Reva 11755720 | 11.005.355 750,365 6%
m?itﬂ L1824z | 1012127 176,115 | -15%
Biaya 20998790 | 19240376 | (1.758.414) | -8%

Biaya Perawatan Keschalas




bl

F__ Instalasi & Mesin 3.718.969 2.897.989 -§20.98 -22%
G Material Swakelola . R ] 0%
H_Material Pada Pihak Ketiga 1300639 | 1022820 | -o7ss2 | 2% |
Jumlah 18.950.071 | 17395266 | (1.554.805) | -8%
Jumlah Keseluruhan 3.915.345.643 | 3.804.949.956 | (110.395.687) -3%

Sumber : (Data diolah)

Berdasarkan tabel 5.1 terlihat adanya penyimpangan antara anggaran dan realisasi
biaya pada tahun 2010 sebagai berikut :
Penyimpangan yang menguntungkan :

Bahan Baku Rp 144.349.401.000

Biaya Overchead Rp 1.554.805.000

Total Menguntungkan Rp 145.904.206.000
Penyimpangan tidak menguntungkan

Kepegawaian Rp 35.508.519.000
Total Tidak Menguntungkan Rp 35.508.3

24.000

dan tidak menguntungkan
Perbandingan antara total menguniungkan

sebesar Rp 110.395.687.000 adapun
menjadi penyimpangan menguniungkan

gan yakni :
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1. Biaya Bahan Baku

.

Biaya BBM

Anggaran yang direncanakan Rp 2.032.389.888 dengan realisasi
Rp 1.834.321.428, beban BBM mengalami penurunanan sebesar 10%, hal ini
disebabkan karena adanya rencana pengoperasian mesin 2 x 45 MW di PLTD
Takalar dan 1 x 50 MW di PLTD Sektor Tello yang ditargetkan operasi pada
tahun 2010, ternyata mesin belum dapat dioperasikan.
Minyak Pelumas

Anggaran yang direncanakan Rp 24,515.830.000 dengan realisasi
Rp 23.432.601.000 beban minyak pelumas mengalami penurunan gebesar 4%,
kebutuhan minyak pelumas sebahagian di ambil dari persediaan.
Sewa Mesin

Anggaran Yang direncanakan Rp 14.335.000 dengan realisasi

Ep 15.591.000 beban untuk sewa mesin mengalami peningkatan 9%, hal ini

disehabkan menurunmya debit air di PLTA Bakaru sehingga untuk memenuhi
supply daya diambil dari dari sewa mesin.

Pembelian Tenaga Listrik

canakan pada pembelian  tenaga listrik

Anggaran  Yang diren
Rp 1.554.428.289.000 dengan realisasi R

p 1.609.229.321.000, pembelian




2. Kepegawaian
Anggaran yang direncanakan Rp 285.047.230.000 dengan realisasi
Rp 320.555.749.000, hal disebabkan beban Kepegawaian mengalami
peningkatan sebesar Rp. 4.716.022.000 atau 3%, hal ini disebabkan karena
adanya pembayaran supplisih gaji pegawal tahun 2009, dan adanya
pembayaran bonusfinsentif sebesar Rp.30.536.728.000 yang tidak
diperhitungkan sebelumnya. Dan juga terfjadi peningkatan pada biaya
tunjangan lain-lainnya sebesar Rp 3.001.460.000 atau 6% hal ini disebabkan
karena adanya peningkatan pada biaya tunjangan tahunan sebesar Rp
2.461.198.000 dan peningkatan pada biaya pemberian juran kerja scbesar Rp
200.389.000.
3. Biaya Overhead
yang direncanakan Rp 355.225.000 dengan realisasi Rp

348.271.000, beban honorarium MENgTam e
ngurangan jumlah tenaga outsourcing dan juga

pmunmansehﬁarlﬁ,halini

disebabkan karena adanya o _
B biaya tenaga kerja outsourcing
efesiensi pada biaya lain-lain yait paw.

] teta
himmyaamufﬂﬂﬂh““kmwwm &
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b. Material

Anggaran yang direncanakan Rp 18.594.846.000 dengan realisasi Rp
17.046.995.000, biaya material mengalami penurunan sebesar 8%. hal ini
dischbabkan karena system baik Pembangkitan, Transmisi, Gardu Induk dan
Distribusi beroperasi normal dan gangguan kurang,

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggung
jawaban di PT. PLN Persero Wil, Sulselrabar telah cukup memadai, pada
kenyataannya kecil kemungkinan biaya yang sesungguhnya terjadi sama
dengan biaya yang dianggarkan karena adanya situasi dan kondisi yang
berubah — ubah dan terdapat beberapa kemungkinan yang tidak dapat
diprediksi sebelumnya, seperti kenaikan harga bahan baku.

Dengan membandingkan antara realisasi biaya dengan anggaran biaya

terdapat pada laporan pertanggungjawabar, maka akan diperoleh selisih
yang

biaya tersebut. Apabila terdapat selisih yang menguntungkan, maka
atas
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it ol -
nj ondite penilaian khusus terhadap kariemya misalnya akan diganti
dengan yg lebih baik,

5.2 Penerapan Akuntansi Pertangpungjawaban Sebagai Alat Pengendalian
Biaya
Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu tipe informasi
akuntansi manajemen. Akuntansi pertanggungjawaban memfokuskan terhadap
pembagian wewenang kepada manajer yang bertanggung jawab. Akuntansi
pertanggungjawaban berperan schagai alat pengendalian biaya dengan
menghubungkan biaya dengan bagian di mana biaya terscbut dikeluarkan atau
diperoleh oleh manajer yang bertanggungjawab pada bagian terscbut.
pengendalian dalam suatu perusahaan

memerlukan  sistem

pertanggungiawahan selalu menctapkan tarpet-target operasional dan anggaran.

Dengan membandingkan realisasi dan dengan

.. waban dapat mengetahui apakah pengendalian biaya telah berjalan

dengan baik dan telah meng
Melalui akuntansi pertanggungl

gunﬂkﬂﬂhiﬂfﬂm‘-‘ﬁm
awaban, biaya dikelompokkan dan
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dan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Hal ini
dapat membantu manajemen dalam melakukan pengendalian biaya dengan
menganalisis penyimpangan yang terjadi.

Laporan pertanggungjawaban dapat digunakan sebagai tolok ukur
penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dalam melaksanakan
pengendalian biaya karena secara berkala manajemen puncak menerima laporan
pertangungjawaban dari setiap ftingkatan manajemen. Dengan demikian,
akuntansi pertanggungjawaban mendorong manajer untuk mencapai tujuan
pengendalian. Dengan membandingkan antara teori-teori yang telah ada dengan
mmmmmﬁmmmnmmhﬂh“mm
akuntansi pertanggungjawaban pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar

Makasar telah memadai.

5.3 Efisiensi Pengendalian Biaya
i efisiensi dari
Tolok ukur yang :hgnmakﬂﬂpmmaha-ﬂnmmkmmguhu
ahdmgmmamhmdmﬁﬂnmmﬁnmnaanggumdm

aya PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar

pengendalian biaya adal
realisasi. Berikut ini adalah analisis bi

tahun 2010:

389,888 dengan realisasi
direncanakan Rp 2.032
Anggaran Yang

i sebesar 10%,
Rp 1.834 321,428, beban pBM mengalami penurunanan
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ini menunjukkan adanya selisih yang menguntungkan yaitu sebesar
198.068.460. Realisasi biaya tidak melebihi anggaran biaya yang
direncanakan.

b. Minyak Pelumas

Anggaran yang direncanakan Rp 24.515.830.000 dengan realisasi
Rp 23.432.601.000 beban minyak pelumas mengalami penurunan
sehesar 4%. ini menunjukkan adanya selisih yang menguntungkan yaitu
sebesar 1,083.229. Realisasi biaya tidak melebihi anggaran biaya yang

direncanakan.

c. Sewa Mesin

i 4.335.000 dengan realisasi
Anggaran yang direncanakan Rp 1
000 beban unfuk scWwa mesin mengalami peningkatan 9%,
selisih yang tidak menguntungkan Yyaitu

Rp 15.591
ini menunjukkan adanya
sebesar 1.256.000. Realisasi melebihi anggaran biaya yang

o direncanakan pada psrl'lhl:'lian tenaga listnk
¥

dengan realisasi Rp 1.609.228,321.000,
000




|.

menunjukkan adanya selisih yang tidak menguntungkan ymma:husar #

Rp. 54.801.032. Realisasi biaya melebihi anggaran biaya yang
direncanakan.

2. Kepegawaian

Anggaran yang direncanakan Rp 285.047.230.000 dengan realisasi
Rp 320.555.749.000, hal disebabkan beban Kepegawaian mengalami
peningkatan sebesar Rp. 4.716.022.000 atau 3%, ini menunjukkan adanya
selisih yang tidak menguntungkan yaitu sebesar 35.508.519. Realisasi

biaya melebihi anggaran biaya yang direncanakan.

3. Biaya Overhead
a. Honorarnum
Anggaran yang direncanakan Rp 355.225.000 dengan realisasi
Rp 348.271.000, beban honorarium mengalami penurunan sebesar 2%,
ini menunjukkan adanya selisih yang menguntungkan yaitu sebesar
6.954.000, Realisasi biaya tidak melebihi anggaran biaya yang

direncanakan.

b. Material
Anggaran Yang direncanakan Rp 18.594.846.000 dengan

realisasi Rp 17.046.995.000, biaya material mengalami penurunan

89%. ini menunjukkan adanya selisih yang menguntungkan
sebesar




yaitu sebesar 1.547.851, Realisasi biaya tidak melebihi anggaran biaya
yang direncanakan.

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
biaya yang terjadi pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar sudah
efisien. Dimana dapat kita lihat bahwa Perbandingan antara total
menguntungkan dan tidak menguntungkan menjadi penyimpangan
menguniurgkan.




BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat

disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT. PLN

(Persero) telah memadai. Hal ini dapat dilihat dari:

Struktur organisasi yang digunakan perusshaan telsh memenuhi syarat
diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban karena telah menetapkan secara
tegas dan jelas wewenang dan tanggungjawab tiap tingkatan manajemen.
Diterapkannya prosedur penyusunan anggaran yang disusun oleh setiap bagian
yang berlanggungjawab dalam struktur organisasi.

Penggolongan atas biaya terkendali dan tidak terkendali sudah dilaksanakan
berdasarkan wewenang  yang dimiliki oleh manager setiap pusal
pertanggungjawaban untuk dapat mempengaruhi secara signifikansi terhadap
biaya-biaya yang terjadi dalam tanggungjawab masing - masing

Laporan p::tmgglmE.iﬁWﬂhm yang diterapkan perusahaan sudah berjalan dengan
ah membandingkan anggaran dengan realisasi. Laporan
disusun, dilaporkan setiapa periode | tahun yang
ngendalian.

baik karena tel

pertanggungjawaban yang

3 untuk melaksanakan pe
selanjutnya digunakan manajemen s

layah Sulselrabar thun 2010, menunjukkan bahwa kinerja sctiap manager
Wi

pusat pertﬂﬂﬂ'mgj‘m e

ah efektif dalam mengelola biaya dan biaya yang

mn
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terjadi pada PT. PLN (Persero) telah Efisen, karena terlihat bahwa penyimpangan

yang terjadi adalah penyimpangan yang menguntungkan

6.2 Saran

Akuntansi pertanggungjawaban pada PT. PLN (Persero) pada dasarmya telah
diterapkan dan dilaksanakan dengan baik. Begitu juga dalam pelaksanaan
pengendalian biaya, perusahaan telah melakukan pengendalian dengan cukup baik.
MNamu masih ditemukan kelemahan dalam perusahaan. Oleh karena itu, penulis

mencoba memberikan saran, adapun saran yang bisa dijadikan masukan untuk

perusahaan adalah:
l. Setiap  penanggungjawab  biaya schaiknya  membuat  laporan

pertanggungjawaban dan mekanisme pengendalian anggaran biaya. Dengan

demikian akan tampak dengan jelas biaya-biaya apa saja yang termasuk dalam
kendali seorang manager.

2. Manajer sebhaiknya melakukan analisis dan koreksi terhadap penyimpangan yang

tidak menguntungkan kemudian mengajukan rekomendasi - menanggapi
penyimpangan materiil yang terjadi.

3. Sebaiknya dibuat kebijakan yang tegas mengenai hukuman kepada manager yang
g baik Dﬂlgﬂnaamﬁihlhmﬂdnkhmiﬂ}’ﬂ target biaya

kelalajian manager dan kelalaian manager dalam



4. Apabila ada proyek baru yang muncul dan tidak dianggarkan sebelumnya,
sebaiknya diadakan rapat untuk melakukan revisi terhadap anggaran., Hal ini
perlu dilakukan karena sangat mempengaruhi kinerja manager yang bersangkutan
dan mempunyai dampak negative terhadap perusahaan.
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Daftar Pertanyaan Wawancara

. Bagaimana struktur organisasi pada PT. PLN dan fungsi serta tugas pokok

dari masing-masing bagian dalam organisasi?

Pada struktur organisasi di PLN terdapat beberapa unit organisasi dan sub
organisasi dimana managernya bertanggungjawab atas biaya yang terjadi,
divisi manakah yang didentifikasi sebagai pusat biaya pada PT. PLN (Persero)
Wilayah Sulselrabar?

Bagaimana tata kerja kantor wilayah PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar?
Bagaimna prosedur penyusunan anggaran di PT. PLN (Persero) Wilayah
Sulselrabar

dan apa yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran?

Bagaimana penerapan alkuntansi pertanggungjawaban pada PT. PLN yang
dimulai dari struktur organisai yang dimiliki hingga pelaporan biaya oleh
setiap manager pusat pertanggungjawaban?

Criteria apa yang menjadi tolak ukur untuk menilai prestasi manager dalam
keberhasilannya dalam merealisasikan anggaran ?
mﬂmbmﬂmmﬁdanﬁdakmﬂcﬂnﬂﬂi ?

asifikasian kode rekening untuk setiap perkiraan dalam

Apakah ada
Apakah ada pengkl

laporan keuangan perusahaan.
. 9
Bagaimana contoh laporan pertanggungjawaban peaa



